PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang

Mengngat

(R

NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RATMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa sebagai pelaksanasn ketentuan Pasal 107 Undang-undang
Momor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntaban Dagrah dan pasal 32
sampai dengan Pasal 58 Keputusan Menter Dalam Meperi Momor
i4 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Ddesa, maka dipandang perlu untuk menpstur tentang Sumber
Pendapatan Desa,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huref a perlu meneiapkan Peraturan Daerah tentang Sumber
Pendapatan Desa,

Undanp-undang Nomeor 28 Tehun 1959 tentang Pembentukan
Diaerah Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tabun 1959 NMomor 73, Tambahan
Lembaran Nepara Womor 1821);

Undanpg-undang Momor 22 Tahun 1989 fentang Pemerintzhan
Daergh {Lembaran Wegara Republik Indonesis Tahun 1999
Momor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Momor 23 Tahun 1999 tentang Penmbangsn
Kevangan Antara Pemenntah Pusat dan Daerab {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 72, Tambahan
Lembaran Nepars Naomor 3843),

Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintzh dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
{Lembaran Mepara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Keputusan Presiden Momor 44 Tahun 1999 tentany Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan  dan  Bentuk
Runcangan Usndang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 707;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momeor 4 Tahun 1959 tentang
Pencabutan Beberspa  Peraturan  Menterd Dalam  Neger,
Keputusan Menieri Dalam Negeri dan Instruksi Mentenn Dalam
Meperi sehapai pelaksanaan Undang-undang Momor 5 Tahun 197%
tentang Pemenntahan Desa;



7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 19599 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,

Dengan parsetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSXAN :

Menetapkan © PERATURAMN DAERAH TEWNTAMG SUMBER PENDAPATAN

DESA .

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pusal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan ;

i
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(=)

10,

11.

Bupati adalah Bupati Muara Enim.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemenntah Kabuepaten Muara Erim

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakst setempat berdasatkan asal usul dan adat
istiadat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Dacrah
Kabupaten.

Dusun adalah nama bagian wilavah Desa vang mempakan Lingkungan Kera
Pemerintahan Desa.

Pemerintah Dhesa adalah Kepala Desa dan Peranglat Desa.

Pemerintshan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan olch Pemerintah
Diesa dan Badan Perwakilan Rakyvat Desa.

Badan Perwakilan Rakyat Desa yanp selamjuinya disebut BPRD adalsh Badan
Perwakilan wvang terdiri atas pemubm-pemuka maesyarakat di Desa vang berfungsi
mengayomi adat istiadal, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat serla melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Angearan Pendapatan dan Belanja Desa disebut Anggaran Desa adalah suatu rencana
operasional tahunan dari Program Umum Pemernntahan dan Pembangunan Desa yang
dijabarkan dan ditejemahkan delam angka-angka rupiah, disam pihak mengandung
perkiraan target, penenmaan dan dilun  pihak mengandung batas tertnge
pengeluaran Desa.

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan tahun Anggaran Megara.
Kekayaan Desa pdalah sepala kekayasn dan sumber penrhasilan bagi Desa,
Sumber pendapatan Desa adalah sumber asli pendapatan Desa dan bantuan

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemenntah Kabupaten, Sumbangan Pihak Ketiga
dan Pinjaman Desa,



BAB il
JENIS-JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2
{11 Sumber pendapatan Desa terdin dan ¢

a, pendapatan ashi Desa meliputi :

hasil usaha Desa;

hasil kekayaan Desa,

hasil swadaya dan partisipasi;

hasil gotongz rovong darn,

5. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

B o

b. bantuan dar Pemerintah Kabupaten vang meliputi ;
1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Dacrah, dan
2 bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerab yang diterima dari
Pemernniah Kabupaten,

¢ bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propins;
d. sumbangan dar pihak ketiga;
e pinjaman Desa.

(2) Sumber Pendapatan Desa yang telzh dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan
diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupalen.

BAB 11X
JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 3
Kekayaan Desa terdin dari :

tanah kas Desa;

pasar Desa,

bangunan Desa;

obyek rekreasi yang divrus oleh Desa,
pemandian umum yang diurus oleh Desa;
butan Desa,

perairan dalam batas tertentu vang divrus oleh Desa;
lempat-tempat pemancingan di sungai,
pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
jalan Diesa; dan

lain-lain kekayvsan milik Desa.
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BAB IV
KEPENGURUSAN PENGELOLAAN SUMBER
PENDAPATAN DESA

Pasal 4

Pemberdeyazn sumber-sumber potensi Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan

Desa dapet dilaksanakan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, melakulan

pinjaman dan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPRD dan disphkan

Bupati.

Pasal 3

(1} Sumber pendapatan Dasrah yang berada di Desa baik pajak maonpun retribusi vang
sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarksn adanys pungutan tambahan oleh
Pemenntah Desa.

(2) Sumber pendapatan dacrah sebagaimana dimaksud ayat (1) barus diberikan kepada
Desa yang bersangkutan dengan pembagman secara proporsional dan adil sesuan
ketentuan peraturan yang berlaku,

Pasal &

(1)  Sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksed Pasal 2 dan Pasal 3
dikelola melalui Anpgaran Pendapatan dan Belanja Desa.

{2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud ayat (1) ditetapkan denpan
Peraturan Desa.
BABY
PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 7

(1) Kepala Desa dapat menggall dan menpembangkan sumber pendapatan Desa dan
menetapkannya dengan Peraturan Desa.

i2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1} tidak memerlukan pengesahan
Bupati.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAVWASAN
Pasal 8

(1} Pembinaan dan pengawasan terbadap sumber-sumber pendapatan Desa dilakukan
aleh Bupati.

(2} Pembinaan dan pengawasan ssbagaimana dimaksud ayat (1) , dilakukan melalu
pemberian pedoman, bumbingan, pelatiban, arahan dan supervisi.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal @

{17 Pada sant berlakunye Peraturan Dagrah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan
dengan Peraturan Daera ini dinyatakan tidak berlaku

(73 Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjul
olech Bupals sepanjang mengenzi pelaksanaanmya.
Fasal 10
Peraturan Daerah imi mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Aear setiap orang mengetshuinya memenintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1ni
dengan penempatannya dalam Lembaran Dagrah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
BUPAT] MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tangszal 29 Septemper 2000
SEKRETARIS DAERATI KABUPATEN

MU AR A ENTM,
Y, i

ERMAN ROBAIN 5IROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 200K NOMOR. .23



